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WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 92/KEP/B.03/BP2RD/2017
TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

WALIKOTA MANADO,

bahwa guna pencapaian kinerja pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif pemungutan
sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sehingga target
pencapaian pendapatan asli daerah senantiasa dapat
terealisasi;

bahwa pemberian insentif pemungutan sebagaimana
dimaksud huruf a, dilaksanakan dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Walikota
Manado Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan
Keputusan Walikota Manado;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;

14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum;

16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha;

17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu;

20. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;

25. Peraturan Walikota Manado Nomor 61 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota
Manado tipe A;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN DAN
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

Memberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada pejabat dan petugas pemungutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud diktum KESATU
diberikan kepada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Besaran pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah kepada pejabat dan petugas sebagaimana

dimaksud diktum KESATU adalah sebesar 5 % (lima persen) dari

target capaian kinerja dengan ketentuan proporsi pembagiannya

sebagai berikut :

a. Pejabat dan petugas pemungut Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ditetapkan sebesar 87 % (delapan puluh tujuh



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

persen) dari besaran insentif yang ditetapkan atau setinggi-
tingginya 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang
melekat.

b. Walikota selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan
daerah ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen) dari besaran
insentif yang ditetapkan atau setinggi-tingginya 6 (enam) kali
gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

c. Wakil Walikota selaku penanggungjawab pengelolaan
keuangan daerah ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) dari
besaran insentif yang ditetapkan atau setinggi-tingginya 6
(enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA
huruf a, diatur secara proporsional melalui keputusan masing-
masing Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b dan
huruf c¢ dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan
ketentuan mengenai remunerasi untuk Pemerintah Kota Manado.

Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan
berpedoman kepada Target Capaian Kinerja yang dijabarkan
secara triwulan sebagaimana tertuang dalam APBD tahun
anggaran berjalan dan Peraturan Walikota Manado tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
anggaran berjalan dan terhitung sejak Triwulan 1.

Perhitungan persentase pemotongan insentif dimaksud yakni :

a. tidak hadir/tidak masuk kantor karena alpa 1 (satu) hari
kerja dipotong 3 % (tiga persen) dari jumlah insentif setiap
bulan.

b. tidak apel pagi setiap 1 (satu) kali dipotong 2 % (dua persen)
dari jumlah insentif setiap bulan;

c. tidak apel siang/sore setiap 1 (satu) kali dipotong 2 % (dua
persen) dari jumlah insentif setiap bulan;

d. meninggalkan tempat kerja saat jam kerja tanpa ijin dari
atasan/pimpinan setiap 1 (satu) hari kerja dipotong 3 % (tiga
persen) dari jumlah insentif setiap bulan;

e. tidak masuk kantor karena cuti atau sakit yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan Dokter setiap 1 (satu) hari kerja
dipotong 1 % (satu persen) dari jumlah insentif setiap bulan.

Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud diktum
KEDUA, diktum KETIGA, dan diktum KEEMPAT untuk setiap
bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran berjalan.



KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Walikota
Manado Nomor 38a Tahun 2013 tentang Pemberian Dan
Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku surut pada tanggal 5 Januari 2017.

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

sesuai dengan aslinya
A BAGIAN HUKUM,

AH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004




Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Walikota Manado
: 92/KEP/B.03/BP2RD/2017
: 25 April 2017

: Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

PERANGKAT DAERAH PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NAMA SKPD

JENIS PENERIMAAN

Badan Pengelola Pajak
Retribusi Daerah Kota Manado

dan

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Burung Walet

Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2)

Retribusi Pelayanan
Persampahan / Kebersihan

Dinas PU dan Penataan Ruang

Kota Manado

Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah

Dinas Kebakaran Kota Manado

Retribusi Pemeriksa Alat

Pemadam Kebakaran

Dinas

(PTSP)

Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Manado

Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi

Dinas Perindustrian
Perdagangan Kota Manado

dan

Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol

Dinas Perhubungan Kota Manado

Retribusi pelayanan parkir di
tepi jalan umum

Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor

Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah

Retribusi Terminal_tempat
parkir penumpang

Retribusi Terminal_tempat
kegiatan usaha

Retribusi tempat khusus parkir
Retribusi pelayanan ke
pelabuhan

Retribusi perijinan tertentu




8. Dinas Pertanian,Kelautan dan Retribusi pemakaian kekayaan
Perikanan Kota Manado daerah(kendaraan motor)
Retribusi jasa wusaha rumah
potong hewan
Retribusi pemakaian kekayaan
daerah (ruangan)
Retribusi tempat pelelangan
0. Bagian Administrasi Perekonomian Retribusi izin gangguan
Sekretariat Daerah Kota Manado
10. | Kecamatan Se-Kota Manado Retribusi Kebersihan
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